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ABSTRAK

Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan-
ketentuan hukum. Di dalam KUHP BUKU | diketahui sanksi-sanksi pidana
terdapat pada Pasal 10 KUHP; pidana pokok; pidana mati, penjara, denda,
kurungan, tutupan, denda, dan pidana tambahan; pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain
dalam Pasal 10 KUHP terdapat saksi pidana lain yang terdapat dalam Pasal 14a-
14f yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat/pidana percobaan
merupakan sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana
ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu
dijlanakan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat
yang ditentukan tidak dipatuhi atau dilanggar maka pidana dilaksanakan.
Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Di dalam Pasal-
Pasal tersebut ditentukan bagaimana syarat-syarat dapat dijatuhkanya pidana
bersyarat. Seperti sanksi pidana yang lain, penjatuhan pidana bersyarat
mempunyai tujuan pemidanaan dalam penjatuhannya. Hal ini yang membuat
penyusun tertarik untuk melakukan penelitan di Pengadilan Negeri Sleman
dengan pendekatan secara yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji
dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta dilapangan yang kemudian
dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan
kenyataan sosial yang ada.

Di Pengadilan Negeri Sleman hakim dalam menjatuhkan Pidana bersyarat
sudah sesusai dengan ketetuan pasal 14a-14f KUHP, hal ini dapat dilihat dari
syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat yang sudah diterapkan dalam putusan
Pengadilan Negeri Sleman. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam penjatuhan
pidana bersyarat melihat dari segi hukum (yuridis) dan segi non hukum( non
yuridis) dan hakim menelaah terlebih dahulu mengenai keterangan-keterangan
dalam pemeriksaan serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun
yang meringankan. Dalam penjatuhan pidana bersyarat pertimbangan-
pertimbangan hakimlah yang sangat menentukan apakah pidana bersyarat dapat
dijatuhkan atau tidak.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana bersyarat di
Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai Pembinaan bukan sebagai pembalasan.
Adapun tujuan pemidanaan dalam penjatuhannya adalah sebagai pembinaan
kepada terdakwa, pembinaan di sini adalah pembinaan yang dilakukan diluar
penjara dengan tujuan terpidana memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak
pidana, tanpa harus masuk penjara sehingga terpidana dapat melanjutkan
kehidupanya dalam masyarakat. Hakim Pengadilan Negri sleman menjatuhkan
pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat). Hal ini diartikan bahwa
Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam hal sebagai upaya
untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah
dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

bagi si pelanggar.®

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan
masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia
hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang
lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar
sikap dan perbuatanya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum

memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia

! Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), him. 6.



tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan
memenuhi kepentingannya itu.?

Tingkat kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polda Daerah
Istimewa Yogyakarta sendiri kurun waktu 2013 mengalami peningkatan sebesar
2, 3 persen dibandingkan tahun 2012. Kasus kejahatan dan pelanggaran tahun
2013 adalah sebesar 5994. Sedangkan pada tahun sebelumnya , yaitu tahun 2012
sebesar 5946 kasus.® Jika dilihat dari tingkat kejahatan dan pelanggaran provinsi
DIY, jumlah kasus kriminalitas di Sleman merupakan yang tertinggi di provinsi
DIY. Berdasarkan catatan Polda DIY selama 2013, total kriminalitas di Sleman
mencapai 1.853 kasus meninggkat dari tahun sebelumnya 1.790 kasus. *

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana
merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan
hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.® Jenis-
jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga
pidana tambahan, yaitu:®
a) Pidana pokok yang terdiri dari:

1. pidana mati

2. pidana penjara

2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005),
him. 25.

3 http://jogja.antaranews.com. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13:00 WIB.
4 http://www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13:21 WIB.
% Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 193.

® Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him. 71.



3. pidana kurungan

4. pidana denda

5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 1946)
b) pidana tambahan yang terdiri dari:

1. pencabutan hak-hak tertentu:

2. perampasan barang-barang tertentu, dan

3. pengumuman putusan Hakim

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga
sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana
bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan
pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar
putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan
pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana
dengan bersyarat.’

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki
penjahat tanpa harus memasukannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat
derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti
sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-
orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia
tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.® Dari aspek tujuan

pemidanaan pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku

" Ibid, him. 54.

® Ibid, him. 55.



tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan
dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan
supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada
umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang
dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Terdakwa.®

Sebagaimana telah diruraikan di atas, tentang tujuan utama dari pidana
bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok
penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini
tidak berarti pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) itu lalu tidak ada
unsur pembalasanya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik
dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan. *°

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sleman, terdapat

sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.
Tabel .1

Penjatuhan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013.*

No Tahun Pidana Bersyarat
1 2012 12
2 2013 15

® http://www.hukumon line.com. Diakses tanggal 21 Februari 2014 Pukul 19.49. WIB.
19 Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana..., him. 110.

11 Data hasil prapenelitian di Pengadilan Negeri Sleman.



Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman
menunjukan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai
pembalasan atau perbaikan prilaku pelaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa
hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif
pemidanaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk
menguraikan lebih jauh mengenai pejatuhan pidana bersyarat yang diterapkan di
pengadilan dan apakah penerapannya sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga
dalam penelitian ini penyusun mengambil judul:

“Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Sleman”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilian Negeri Sleman sudah
sesuai dengan ketentuan perundang-udangan?
2. Bagaimana pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari tujuan

pemidanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan dalam Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



a. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan
Negeri Sleman.
b. Untuk mengetahui pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman di tinjau
dari tujuan Pemidanaan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait dengan
penjatuhan pidana bersyarat di pengadilan. Selain itu penyusunan penelitian
ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pidana bersyarat
dalam kasus hukum pidana.
b. Kegunaan Praktis
Dalam hal kegunaan praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat
memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan
masalah yang diteliti. Selain itu penyusunan penelitian ini diharapkan berguna
bagi pihak-pihak lain yan tertarik dalam masalah yang sama terkait analisis

penjatuhan pidana bersyarat di pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan dan penyelesaian
penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa literatur dari
penelitian-penelitian yang terdahulu. Selain sebagai literatur dan bahan

referensi tinjauan pustaka juga berguna sebagai acuan penelitian yang akan



dibahas, sehingga dimungkinkan tidak ada kesamaan tentang aspek yang akan
diteliti sehingga meminimalisir adanya persamaan hasil penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Isnandar mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)”
membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana bersyarat dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim
Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat.*2
Adapun penelitian ini bembahas tentang pidana beryarat di Pengadilan Negeri
Sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Dibawah Ancaman Dua Tahun” yang di tulis oleh
Harry Setya Nugraha dan Farah Kurniawati mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Indonesia membahas pidana bersyarat yang diberikan kepada anak
dengan ancaman di bawah 2 tahun.!® Adapun dalam penelitian ini tidak
menekankan pada anak melainkan penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan
dalam putusan pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Kajian Terhadap Pidana
Bersyarat (Voorwaardelijike Veoordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi” yang

ditulis oleh I Ketut Hasta Dana lebih menitik beratkan pembahasan yang

mendasari hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana

12 http://elibrary.ub.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 Pukul 14.39 WIB.

13 httpy//harrysetyanugraha.blogspot.com. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 Pukul
14.30 WIB.



korupsi dan mengkaji tentang putusan hakim ditingkat MA yang menjatuhkan
putusan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi apakah bisa menjadi
tolak ukur bagi para hakim ditingkat bawahnya terkait pidana bersyarat.'*
Adapun penelitian ini lebih menekankan pada penjatuhan pidana bersyarat
ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Berdasarkan literatur penelitian serta karya ilmiah yang telah
sebelumnya ditulis, maka penyusun mengambil judul penelitian yang berbeda
dari sebelumnya, yaitu “Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam

Putusan Pengadilan Negeri Sleman”.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan, terkadang manusia melanggar
peraturan peraturan yang sudah ada, sehingga sesorang yang melakukan
pelanggaran terhadap hukum tersebut mendapatkan hukuman atau sanksi oleh

Negara.

1. Teori Tujuan Pemidanaan.
a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan.

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu
kejahatan atau tindak pidana, pidana ini merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar

% http://lontar.ui.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 Pukul 18:00 WIB.



pembenaran pidana dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu
sendiri.®

Menurut Imamnuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” pidana
merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai
“Kategorische Imperatief”’, yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia
telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana semata-mata untuk memberikan
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. *®
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Teori ini digunakan sebagai usaha untuk mencari dasar pembenaran dari
suatu pidana semata pada tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut dapat berupa :*’
1) Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

2) Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku yang ditulis Mahrus
Ali, Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai berikut:*8
1) Tujuan Pemidanaan adalah pencegahan (prevention)

2) Pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

15 Muladi, Barda Nawawi Arief , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni,
1992), him. 10.

'®Ibid, him. 11.
17p. A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), him.
15.

18 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hIm. 191.
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3) Hanya pelanggar-pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku
saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya
pidana.

4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan
kesejahteraan.

5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
pencegaham, tetapi baik unsur pencegahan maupun unsur pembalasan tidak
dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan
kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud
atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat
sebagai akibat dari kejahatan itu.’® Pada dasarnya teori ini digunakan untuk
mengurangi tingkat kejahatan.

c. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas.
Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk
mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si
penjahat. 2°
2. Pidana Bersyarat

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melangar

hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memperbaiki

19 Leden Marpung, Asas — Teori —Praktek Hukum Pidana, (Jakarta :Sinar Grafika 2005),
him. 106.

20 1bid, him. 107.
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prilaku sipelangar hukum pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pidana
dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana
percobaan, adalah suatu system/model penjatuhan pidana oleh hakim yang
pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang
dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama
syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila

syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. 2!

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Dalam

Pasal 14a KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan

bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:??

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;

2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan penggganti denda
maupun kurungan penggganti perampasan barang);

3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-
benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan
dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan
(b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan
berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan
dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia

dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: (1)

syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila

21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum..., hIm. 54.
22 |bid, him. 59.
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hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus
ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi
keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim
bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh
melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak
benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak
lagi rasa pembalasan sebagaina dianut oleh teori pembalasan. %

Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang mempunyai segi
positif berupa syarat-syarat khusus yang bersifat fakultatif dan hanya dapat
ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat yang lamanya lebih dari tiga bulan pidana
penjara/kurungan atas salah satu pelanggaran tertentu antara Pasal 492, 504, 505,
506, 536 KUHP, misalanya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang
wanita dan menjadikanya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Syarat-syarat
Khusus ini berisi bermacam-macam, diantaranya dihubungkan dengan pemulihan
dalam hukum adat dan harus berhubungan dengan kelakuan dari terpidana sendiri
dengan pembatasan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama, yaitu perilaku
yang baik di rumah dan dalam pergaulanya di dalam masyarakat sebagaimana
diputuskan oleh HR tanggal 15 maret 1926 NJ. 1926. Meskipun demikian syarat
khusus itu dapat dirasakan sebagai pidana. Dalam praktek juga tidak mengurangi

kebebasan politik untuk mengikuti pemilihan umum.

23 Ibid, him. 60.

24 Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana..., him. 111.
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Syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh ditetapkan dilekatkan
apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat (Pasal 14c ayat (1))
karena pada penetapan denda dengan bersyarat didasarkan pada pertimbangan
hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak mampu) membayar denda.
Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih
tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.?®

Sementara itu mengenai lamanya masa percobaan itu, ditentukan dalam
Pasall4b sebagai berikut:2°
1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal: 492, 504, 505, 506, dan 536 paling

lama tiga tahun.
2. Bagi jenis pelanggaran lainya adalah paling lama dua tahun.

Masa percobaan itu mulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah
diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam UU. Jika pernah
dilakukan penahanan sementara, masa penahanan semetara itu tidak boleh
diperhitungkan (Pasal4b ayat (2) dan (3)).

Dalam pelaksanaan pidana dengan bersyarat jika syarat umum maupun
syarat khusus tidak dapat dipenuhi, tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan
benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti
dilanggarnya syarat yang ditetapkan, jaksa Penuntut Umum tidak harus

mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga

hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa Penuntut Umum untuk

25 Ibid, him. 112.

26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum...,. him. 56.
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melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim dapat memerintahkan jaksa

untuk melaksanakan putusan pemidanaan dalam hal:?’

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana
(melanggar syarat umum);

2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat khusus;

3. Jika sebelum lewatnya masa percobaaan, terbukti terpidana telah dipidana
dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang
dilakukan sebelumnya masa percobaan berjalan;

4. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan

dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap.

(Pasal 14f ayat (2)).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian,
karena dalam metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu
penelitian.?® Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun
penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan

(field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian

27 Ibid, hlm. 57.

28 Mukti Fajar, dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2010), him. 104.
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yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.?® Adapun
penelitian lapangan (field research) ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan
pasal 14a-14f KUHP tentang pidana bersyarat dan untuk mengetahui pindana
beryarat ditinjau dari tujuan pemidanaan di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu
suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di
lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari
lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.
3. Lokasi penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penyusun memilin lokasi penelitian di
Pengadilan Negeri Sleman.
4. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang ditulis ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu
menjelaskan data yang telah didapat dari penelitian yang kemudian dari data
tersebut dapat digambarkan keadaan, praktek dan kebiasaan dalam masyarakat.
Kemudian dari data tersebut data yang didapat tersebut digunakan dalam
menganalisis pokok masalah yang diteliti.
5. Sumber Data

a. Data primer

29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), him. 11.
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Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang didapat dari
hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang terkait putusan pidana
beryarat di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Data Skunder

Data skunder yang diperoleh mencangkup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu, serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait objek penelitian. Dalam data Skunder dapat digolongkan lagi
menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sebagai pendukung
sumber data skunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang
dimaksud di atas, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer.

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¢) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Skunder.

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai
penunjang atau penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum skunder
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Buku-buku yang terkait masalah yang diteliti.

b) Makalah-makalah berkaitan dengan Pidana bersyarat.



d)

17

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
Surat kabar, jurnal ilmiah dan berita yang menjelaskan masalah sebagai
pendukung dalam penelitian.
Bahan Hukum Tersier
Kamus hukum
Kamus-kamus umum
Ensiklopedia
Wikipedia
Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan, antara lain :
Teknik wawancara atau interview

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan dengan pejatuhan pidana

bersyarat diPengadilan Negeri Sleman.

b.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan hukum

skunder.

G.

Sistematika Pembahasan



18

Penyusunan sistematika penyusunan dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman
yang berbeda-beda. Sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan peneletian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan
sistematika penyusunan.

BAB Il menguraikan tentang pidana dan pemidanaan, yang menjelaskan
tentang pengertian dan ruang lingkup pidana dan pemidanaan serta pengertian
pidana besyarat.

BAB Il berisi tentang deskripsi putusan pidana bersyarat di Pengadilan
Negeri Sleman yang menjelaskan tentang deskripsi tentang Pengadilan Negeri
Sleman dan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian
yang kemudian dianalisis terhadap penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan
pengadilan negeri sleman. Guna untuk menjawab permasalahan yang
melatarbelakangi penelitian ini.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian
serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses

penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai
dengan ketentuan pidana bersyarat. Kesesuain terlihat dari diterapkanya
syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan
Negeri Sleman, yaitu syarat penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat
dalam Pasal 14a, 14b dan 14c KUHP. Dalam 15 putusan pidana bersyarat
tahun 2013 syarat penjatuhan pidana bersyarat 14a ayat (1): yaitu pidana
bersyarat dapat dijatuhkan berkenaan dengan pidana penjara kurang dari
satu tahun, dari 15 putusan 2013 tersebut hakim menjatuhkan pidana
penjara kurang dari 1 tahun hal ini sesuai dengan ketentuan pidana
bersyarat pasal 14a ayat (1). Adapun mengenai syarat penjatuhan pidana
bersyarat di dalam Pasal 14b ayat (1) : yaitu mengenai lamanya masa
percobaan yang diberikan kepada terpidana bersyarat sudah diterapkan
dalam putusan pidana bersyarat 2013, hal ini dapat dilihat dari tabel.3. di
dalam putusan No0.135/pid.B/PN.SLEMAN/2013 hakim memberikan
percobaan 9 dan No0.476/pid.Sus/PN.SLEMAN/2013 1 tahun, hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 14b ayat (1) mengenai lamanya percobaan.
Syarat umum di dalam putusan pidana bersyarat selalu ada, yaitu
ketentuan dimana terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama

masa percobaan jika dilanggar maka pidana yang semula digantungkan
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dengan syarat-syarat tertentu harus dilaksanakan oleh terpidana. Mengenai
penerapan syarat umum ini dapat dilihat dalam putusan No
135/pid.B/PN.SLEMAN/2013 dan 476/pid.B/PN.SLEMAN/2013 yang
secara garis besar menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah
dijalani, dengan ketentuan bahwa terpidana menaati syarat umum yang di
berikan oleh hakim, apabila dilanggarnya maka pidana yang jatuhkan
harus dilaksanakan oleh terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam penjatuhan pidana

bersyarat melihat dari segi hukum (yuridis): dakwaan, keterangan saksi,
keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal yang dilanggar dan segi non
hukum (non yuridis) : latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa,
kondisi dari terdakwa, serta dari adanya unsur-unsur meringankan dan
memberatkan.
. Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari
tujuan pemidanaan adalah sebagai pembinaan, pembinaannya adalah
terpidana dapat memperbaiki dirinya tampa harus masuk kedalam tembok
penjara, dan terpidana tidak mengulangi kembali tindak pidananya, serta
terpidana bisa melanjutkan kehidupannya sehari-hari

Pidana bersyarat memiliki unsur pencegahan umum yaitu dengan
memberikan syarat umum kepada terpidana. Syarat umum tersebut adalah
terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan,
jika terpidana melakukan tindak pidana harus menjalankan pidananya.

Pidana bersyarat memiliki unsur pencegahan khusus yaitu perbaiki
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terpidana, dengan memberikan syarat khusus kepada terpidana pidana
bersyarat merupakan hal yang harus dipertahankan, syarat khusus ini
terdapat di dalam Pasal 14c KUHP.

Pidana bersyarat memiliki unsur solidaritas masyarakat hal ini
terlihat di dalam pasal 14c KUHP yang menyatakan bahwa terpidana harus
mengganti kerugian yang diakibatkan dari tindak pidananya. Sehingga
pihak yang dirugikan akibat tindak pidananya tidak menanggung sendiri
kerugianya. Penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai alternatif
pemidanaan yaitu mencegah akibat buruk dari penjatuhan pidana
perampasan kemerdekaan (pidana penjara).

B. Saran
1. Penjatuhan pidana bersyarat harus lebih diutamakan lagi sebagai sarana
untuk menggantikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP
(ika dimungkinkan dijatuhkan). Mengingat manfaat dalam penjatuhan

pidana bersyarat itu sendiri lebih menekan perbaikan pribadi terpidananya.
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